
 
BUPATI BANDUNG BARAT 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

 
NOMOR 13 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  

NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan 
Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 
76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

perlu disesuaikan dengan terjadinya perubahan Rincian 
Kegiatan pada Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bandung Barat tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4888); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata  
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019  
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18  
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang  
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operadional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36  
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,  
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur  
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2022 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6); 
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28. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaima telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 76 TAHUN 
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana  
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati 

Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2024 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah 
adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

2.  Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

3.  Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan 
Tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

5.  Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenan. 

6.  Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. 

7.  Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan 
maupun pada tahun anggaran berikutnya. 
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8.  Dana Transfer Umum adalah Dana yang dialokasikan 
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai 
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Disentralisasi. 

9.  Dana Transfer Daerah Khusus adalah Dana yang 
dialokasikan dalam APBN Kepada Daerah dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik 
maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 
Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN 
yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan 
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 
adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 
dalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi 
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik 
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, 
Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Masyarakat 
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok 
pinjaman. 

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 
anggaran. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

APBD terdiri atas:  

a. pendapatan daerah; 

b. belanja daerah; dan  

c. pembiayaan daerah. 

 

 



- 19 - 

 

 

 
18. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bandung Barat 

Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan 

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, 
sehingga menjadi sebagaima tercantum dalam Lampiran II, 
yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

19. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, 
sehingga menjadi sebagaima tercantum dalam Lampiran III, 
yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

20. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Bandung Barat 

Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, 
sehingga menjadi sebagaima tercantum dalam Lampiran IV, 
yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

21. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, 
sehingga menjadi sebagaima tercantum dalam Lampiran V, 

yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

22. Ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Bandung Barat 
Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, 
sehingga menjadi sebagaima tercantum dalam Lampiran VI, 
yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 
Ditetapkan di Ngamprah 
pada tanggal.20 Juni 2024 

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT, 
 

ttd. 

 

   ADE ZAKIR 
 
 
 
Diundangkan di Ngamprah 
pada tanggal 20 Juni 2024.... 

        Plh. SEKRETARIS DAERAH 
  KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 

ttd. 

 

 AGUSTINA PIRYANTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 13 

 

 

 

 


